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klister	 undang-undang	 cipta	 kerja	 berdasarkan	 konsep	 pemidanaan.	
Penelitian		ini		merupakan	penelitian	hukum	normative	dengan	pendekatan	
perundang-undangan,	 dan	 pendekatan	 konseptual.	 Temuan	 penelitian	 ini	
adalah	 1)	 perumusan	 sanksi	 pidana	 dalam	 undang-undang	 cipta	 kerja	
menyampingkan	ketentuan	yang	diatur	dalam	undang-undang	pembentukan	
peraturan	perundang-undangan	bahwa	ketentuan	pidana	ditempatkan	pada	
bab	 khusus,	 bukan	 tersebar	 pada	 berbagai	 bab;	 2)	 tidak	 terpolanya	
perumusan	sanksi	pidana	dalam	undang-undang	cipta	kerja	yang	tercermin	
dari	ketidakseragaman	penggunaan	istilah	diancam	dan	tanpa	frasa	diancam	
dalam	 rumusan	 norma	 sanksi	 pidana,	 selain	 itu	 terdapat	 ketidakjelasan	
tentang	 pasal	 rujukan	 yang	 mengatur	 kualifikasi	 perbuatan	 pidana;	
























This	 study	aims	 to	analyze	 the	 formulation	of	 criminal	 sanctions	 in	 the	work	
copyright	 law	cluster	based	on	 the	concept	of	punishment.	This	 research	 is	a	
normative	 legal	 research	 with	 a	 statutory	 approach,	 and	 a	 conceptual	
approach.	 The	 findings	 of	 this	 study	 are	 1)	 the	 formulation	 of	 criminal	
sanctions	in	the	work	copyright	law	aside	from	the	provisions	stipulated	in	the	
law	 for	 the	 formation	 of	 laws	 and	 regulations	 that	 criminal	 provisions	 are	
placed	 in	 special	 chapters,	 not	 scattered	 in	 various	 chapters;	 2)	 there	 is	 no	
pattern	 in	 the	 formulation	 of	 criminal	 sanctions	 in	 the	 work	 copyright	 law	
which	is	reflected	in	the	non-uniform	use	of	the	term	threatened	and	without	
the	 phrase	 being	 threatened	 in	 the	 formulation	 of	 the	 norm	 of	 criminal	
sanctions,	 in	 addition	 to	 that	 there	 is	 uncertainty	 about	 the	 reference	 article	
that	regulates	the	qualifications	of	criminal	acts;	the	occurrence	of	disparity	in	
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Jika	 mengamati	 perkembangan	 pembentukan	 peraturan	 perundang-undangan,	
akhir-akhir	 ini	diskursus	tentang	omnibus	law	sangat	menyita	perhatian	publik,	bukan	






Jika	 mencermati	 ketentuan	 sanksi	 pidana,	 paling	 tidak	 tercermin	 adanya	
ketimpangan	pengaturan	sanksi	pidana	dalam	undang-undang	 ini,	 itu	 tercermin	dalam	
Pasal	111	dan	Pasal	112.	Pasal	111	menyatakan	bahwa	:	
“pejabat	 pemberi	 persetujuan	 lingkungan	 yang	 menerbitkan	 persetujuan	
lingkungan	 tanpa	dilengkapi	 dengan	analisis	 dampak	 lingkungan,	 atau	UKL/UPL	
sebagaimana	 dimaksud	 dalam	 Pasal	 37	 dipidana	 dengan	 pidana	 penjara	 paling	




“Setiap	 pejabat	 berwenang	 yang	 dengan	 sengaja	 tidak	 melakukan	 pengawasan	
terhadap	 ketaatan	 penanggung	 jawab	 usaha	 dan/atau	 kegiatan	 terhadap	




lama	 1	 (satu)	 tahun	 atau	 denda	 paling	 banyak	 Rp.	 500.000.000	 (lima	 ratus	 juta	
rupiah)”.		
Jika	 mencermati	 ketentuan	 tersebut	 di	 atas,	 maka	 tercermin	 bahwa	 adanya	
konsep	pemidanaan	yang	berbeda.	Jika	kedua	pasal	tersebut	mencakup	aspek	perizinan	
dan	 adresat	 (subjek	 yang	 dimaksud)	 dalam	 pasal	 tersebut	 terkait	 dengan	 pejabat	
pemerintah	 yang	 terkait	 dengan	 perizinan,	 pembebanan	 sanksinya	 menjadi	 berbeda,	
jika	 Pasal	 111	 sanksi	 pidananya	 sifatnya	 kumulatif	 yaitu	 3	 (tiga)	 tahun	dan	 denda	 3	
Miliar	 rupiah,	 sedangkan	Pasal	112	 sanksi	pidanya	bersifat	 alternatif	 (pilihan)	dengan	
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112	 tersebut,	 pembebanan	 sanksi	 tersebut	 diakibatkan	 oleh	 adanya	 pencemaran	
dan/atau	 kerusakan	 lingkungan	 yang	 mengakibatkan	 hilangnya	 nyawa	 orang,	 justru	
beban	pidanya	bersifat	alternatif	dan	ringan	dibanding	Pasal	111.		
Selain	itu,	jika	membandingkan	Pasal	111	tentang	tindakan	administratif	pejabat	
pemerintah	 dalam	 memberikan	 perizinan	 berusaha	 yang	 tidak	 dilengkapi	 AMDAL,	
UKP/UPL,	 dengan	 ketentuan	 Pasal	 103	 yang	mengatur	 tentang	 tindakan	 administratif	
yang	memberikan	perizinan	berusaha	di	atas	tanah	hak	ulayat	masyarakat	hukum	adat,	
dipidana	 dengan	 penjara	 paling	 lama	 5	 (lima)	 tahun	 serta	 denda	 5	 miliar	 rupiah.	
Ketentuan	 ini	 menunjukkan	 adanya	 ketimpangan	 pengaturan	 beban	 pemidanaan	
(pidana	 penjara	 dan	 denda)	 yang	 berbeda,	 padahal	 jika	 melihat	 implikasinya,	 justru	
tindakan	penerbitan	 izin	berusaha	 yang	 tidak	dilengkapi	AMDAL,	UKP/UPL	 jauh	 lebih	
besar	 terhadap	 kelangsungan	 lingkungan	 hidup	 manusia,	 flora	 dan	 fauna,	 sementara	
beban	 pemidanaannya	 lebih	 ringan	 dibanding	 ketentuan	 pemidanaan	 Pasal	 103.	
Mestinya	politik	 hukum	pembentukan	Cipta	Kerja,	 dalam	 lingkup	 tindakan	 yang	 sama	
(Perizinan	 yang	 tidak	 sesuai	 dengan	 persyaratan)	 pembebanan	 sanksinya	 pun	 paling	
tidak	memiliki	kemiripan.	
Contoh	lainnya	dapat	dilihat	dalam	Pasal	70	UU	Cipta	Kerja	pada	halaman	37	ayat	
(1),	menyebutkan	 bahwa	 Setiap	 orang	 yang	memanfaatkan	 ruang	 tidak	 sesuia	 dengan	
rencana	tata	ruang	dari	pejabat	yang	berwenang	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	61	
huruf	 b	 yang	mengakibatkan	 perubahan	 fungsi	 ruang	 dipidana	 dengan	 pidana	 penjara	
paling	 lama	 3	 (tiga)	 tahun	 dan	 denda	 paling	 banyak	 Rp.	 1.000.000.000	 (satu	 miliar).	
Ketentuan	tersebut	 jika	dicermati	 lebih	dalam	akan	menunjukkan	pembebanan	pidana	
tidak	memperhatikan	dampak	yang	ditimbulkan	oleh	perbuatan	pidana	tersebut,	hal	itu	
tercermin	dalam	Pasal	70	ayat	 (3),	disebutkan	bahwa;	 jika	 tindak	pidana	sebagaimana	
dimaksud	pada	ayat	(1)	mengakibatkan	kematian	orang,	pelaku	dipidana	dengan	pidana	
penjara	 paling	 15	 (lima	 belas)	 tahun	 atau	 denda	 paling	 banyak	 Rp.	 8.000.000.000	
(delapan	miliar	rupiah).	Dua	ketentuan	tersebut	yaitu	ayat	(1)	dan	ayat	(2)	mencermin	
bahwa	pembebanan	pidana	seolah	mengabaikan	dampak	yang	ditimbulkan	serta	 tidak	
memperhatikan	 aspek	 pidana	 kumulatif	 dan	 alternatif.	 Jika	 dalam	 Pasal	 70	 ayat	 (1)	
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 disebutkan	 bahwa	 perbuatan	 yang	 mengakibatkan	 perubahan	 fungsi	 ruang	 dipidana	
dengan	pidana	kumulatif	yaitu	pidana	penjara	paling	lama	satu	tahun	dan	denda	1	miliar,	
sementara	 untuk	 ayat	 (3)	 dimana	 perbuatan	 perubahan	 fungsi	 ruang	 yang	





pembahasan	 dalam	 bab	 pembahasan	 dan	 analisis,	 maka	 perlu	 dilakukan	 pembatasan	




berkaitan	 dengan	 konsep	 pemidanaan	 atau	 rumusan	 sanksi	 pidana	 dalam	 undang-
undang	 omnibus	 law	 cipta	 kerja,	 dimana	 calon	 peneliti	 akan	melakukan	 inventarisasi	




primer	 yang	 dimaksud	 tentu	 adalah	 Undang-Undang	 Omnibus	 Law	 Cipta	 Kerja	 yaitu	






Terbitnya	 Undang-Undang	 Cipta	 Kerja	 tidak	 sekedar	 menimbulkan	 dampak	
terhadap	praktek	perancangan	peraturan	perundang-undangan	Indonesia	sebagaimana	
diatur	 dalam	 Undang-Undang	 Nomor	 12	 Tahun	 2011	 yang	 diubah	 dengan	 Undang-
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(P3),	 melainkan	 juga	 berdampak	 pada	 banyaknya	 perubahan	 pengaturan	 tentang	
banyak	 aspek,	 dari	 Ketenagakerjaan,	 dukungan	 UMKM,	 Investasi,	 perizinan	 berusaha,	
kemudahan	berusaha,	 riset	dan	 inovasi,	pengadaan	 tanah,	kawasan	ekonomi,	 investasi	
pemerintah	pusat,	percepatan	PSN,	administrasi	pemerintahan.	
Undang-undang	 cipta	 kerja	 yang	 ditetapkan	 oleh	 DPR	 dan	 Presiden	memuat	 15	
bab	 dan	 174	 pasal,	 tetapi	 secara	 substansi	 undang-undang	 memuat	 perubahan,	
penghapusan,	 dan	 pencabutan	 atas	 1.239	 pasal	 dan	 79	 undang-undang	 yang	 terkait	
dengan	pembangunan	dan	investasi.1		
Eksistensi	 sanksi	 pidana	 dalam	 sebuah	 undang-undang	memiliki	 fungsi	 dan	 arti	
penting,	khususnya	dalam	konteks	penegakan	undang-undang	tersebut.	Dalam	konteks	









1	 Ketentuan	Umum	 	 Ö	
2	 Asas,	Tujuan,	dan	Ruang	Lingkup	 	 Ö	
3	 Peningkatan	 Ekosistem	 Investasi	 dan	
Kegiatan	Berusaha	
Ö	 	
4	 Ketenagakerjaan		 Ö	 	
5	 Kemudahan,	 Perlindungan	 dan	
Pemberdayaan	 Koperasi,	 Usaha	 Mikro,	
Kecil	dan	Menengah	
Ö	 	
6	 Kemudahan	Berusaha	 Ö	 	
7	 Dukungan	Riset	dan	Inovasi	 Ö	 	
8	 Pengadaan	Tanah	 Ö	 	
9	 Kawasan	Ekonomi		 Ö	 	







1 Marfuatul Latifah. (2020). Perumusan Sanksi Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, 
Bidang Hukum Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. XII, No. 
6/II/Puslit/Maret/2020, hal. 2 
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 12	 Pengawasan	dan	Pembinaan		 	 Ö	
13	 Ketentuan	Lain-Lain	 	 Ö	
14	 Ketentuan	Peralihan	 	 Ö	
15	 Ketentuan	Penutup	 	 Ö	
	
Dari	 tabel	 di	 atas,	 terlihat	 bahwa	pengaturan	 sanksi	 pidana	 terdapat	pada	8	bab	
dari	total	15	bab	yang	ada	dalam	undang-undang	cipta	kerja.	Menariknya	jika	dikaitkan	
dalam	 undang-undang	 tentang	 pembentukan	 peraturan	 perundang-undangan,	
khususnya	dalam	Lampiran	 II	No.	61	dan	62	yang	pada	pokoknya	menjelaskan	bahwa	
batang	 tubuh	 peraturan	 perundang-undangan	 memuat	 materi	 muatan	 peraturan	
perundang-undangan	 yang	 dirumuskan	 dalam	 pasal	 atau	 beberapa	 pasal,	 dan	
dikelompokkan	 ke	 dalam	 :	 a)	 ketentuan	 umum,	 b)	 materi	 pokok	 yang	 diatur,	 c)	
ketentuan	 pidana	 (jika	 diperlukan),	 d)	 ketentuan	 peralihan	 (jika	 diperlukan),	 dan	 e)	
ketentuan	 penutup,	 undang-undang	 cipta	 kerja	 tidak	menempatkan	 ketentuan	 pidana	
pada	bab	khusus	sebagaimana	dimaksud	dalam	Lampiran	II	UU	Pembentukan	Peraturan	
Perundang-undangan,	 pengaturan	 sanksi	 pidana	 dalam	 undang-undang	 cipta	 kerja	
tersebar	 ke	 dalam	 8	 bab.	 Kondisi	 tersebut	menunjukkan	 betapa	 undang-undang	 cipta	
kerja	 tidaklah	 sesuai	 dengan	 Teknik	 pembentukan	 peraturan	 perundang-undangan,	
sederhananya	 undang-undang	 cipta	 kerja	 menyalahi	 ketentuan	 formil	 pembentukan	
sebuah	undang-undang.	
4.2	 Rumusan	Sanksi	Pidana	yang	Asimetris	dengan	Konsep	Pemidanaan	




yang	 semakin	 menunjukkan	 betapa	 perumusan	 sanksi	 pidana	 bukan	 saja	 di	 undang-
undang	 cipta	 kerja	 dengan	 sebuah	 pendekatan	 omnibus	 law	 melainkan	 juga	
pembentukan	 undang-undang	 secara	 keseluruhan	 di	 Indonesia	 tidak	 memiliki	 pola	
perumusan	sanksi	pidana	yang	jelas.	
Dalam	 kaitannya	 dengan	 penormaan	 sanksi	 pidana	 yang	 sangat	 beragam,	
Mudzakir	pada	tahun	2008	melakukan	pemetaan	perumusan	sanksi	pidana	dalam	Kitab	
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2. Penggunaan	 istilah	 paling	 sedikit-paling	 banyak,3	 serendah-












perumusan	 sanksi	 pidana,	 belum	 lagi	 terkait	 praktek	 perumusan	 konsep	 pemidanaan	
dalam	 rumusan	 sanksi	 pidana,	 rujukan	 kualifikasi	 perbuatan	 pidana	 yang	 dapat	
 
2 Penggunaan frasa hukuman dapat ditemukan salah satunya pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 
tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. 
3 Penggunaan frasa paling sedikit dan paling banyak dapat ditemukan salah satunya dalam Undang-Undang 42 
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
4 Penggunaan frasa serendah-rendahnya dan setinggi-tingginya ditemukan salah satunya dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
5 Penggunaan frasa sekurang-kurangnya dan paling banyak ditemukan salah satunya dalam Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar 
6 Penggunaan frasa setiap pihak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pasar Modal 
7 Penggunaan frasa pengurus ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
8 Penggunaan frasa pengusaha pabrik ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
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Jika	 di	 breakdown	 dalam	 konteks	 undang-undang	 cipta	 kerja,	 maka	 akan	
ditemukan	 juga	 kesalahan-kesalahan	 dalam	 penuangan	 konsep	 pemidanaan	 dalam	
bentuk	norma	sanksi	pidana.	dalam	penelitian	ini,	peneliti	menyebutnya	dengan	istilah	
asimetris	 penormaan	 sanksi	 pidana	 dengan	 konsep	 pemidanaan,	 artinya	 apa	 yang	
dirumuskan	 dalam	 norma	 sanksi	 pidana	 beberapa	 tidak	 memperhatikan	 konsep	
pemidanaan.	




pasal,	 ayat	 atau	 bahkan	 huruf	 dalam	 sebuah	 peraturan	 yang	 memuat	 sanksi	
pidana	 harus	 mengkualifisir	 secara	 jelas	 perbuatan	 pidana	 yang	 dibebankan	
sanksi	 pidana,	 misalnya	 rumusan	 Pasal	 78	 hal.	 196	 UU	 Cipta	 Kerja	 yang	
menyebutkan	bahwa	:	
“setiap	 orang	 yang	 melanggar	 ketentuan	 Pasal	 50	 ayat	 (1)	 diancam	 dengan	
pidana	penjara	paling	lama	10	tahun	dan	denda	paling	banyak	5	miliar”.	
Ketentuan	 Pasal	 78	 di	 atas	 secara	 tegas	mengkualifikasi	 perbuatan	 yang	 ada	
dalam	Pasal	 50	 ayat	 (1)	merupakan	 perbuatan	 yang	 akan	 dibebankan	 sanksi	
pidana	 penjara	 paling	 lama	 10	 tahun	 dan	 denda	 paling	 banyak	 5	 miliar.	




Ayat	 (1)	 :	 “pemilik	 dan/atau	 pengguna	 gedung	 yang	 tidak	 memenuhi	
ketentuan	 dalam	 undang-undang	 ini	 dipidana	 penjara	 paling	 lama	 3	 (tiga)	
tahun	 atau	 denda	 paling	 banyak	 10%	 dari	 nilai	 bangunan	 jika	 karenanya	
mengakibatkan	kerugian	harta	benda	orang	lain”.	
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 Ayat	 (2)	 :	 “pemilik	 dan/atau	 pengguna	 gedung	 yang	 tidak	 memenuhi	
ketentuan	 dalam	 undang-undang	 dipidana	 penjara	 paling	 lama	 4	 (empat)	
tahun	 atau	 denda	 paling	 banyak	 15%	 dari	 nilai	 bangunan	 jika	 karenanya	
mengakibatkan	kecelakaan	bagi	 orang	 lain	 yang	mengakibatkan	 cacat	 seumur	
hidup”	
Ayat	 (3)	 :	 “pemilik	 dan/atau	 pengguna	 gedung	 yang	 tidak	 memenuhi	
ketentuan	dalam	undang-undang	 ini	 dipidana	 penjara	 paling	 lama	5	 (lima)	
tahun	 dan	 denda	 paling	 banyak	 20%	 dari	 nilai	 bangunan	 jika	 karenanya	
mengakibatkan	kematian	bagi	orang	lain”	
Ketiga	 ayat	 tersebut	 di	 atas	 menunjukkan	 perdebaan	 dengan	 Pasal	 78,	 jika	
dalam	Pasal	78	merujuk	dengan	tegas	Pasal	50	ayat	(1)	yang	mengatur	tentang	
kualifikasi	 perbuatan	 pidana	 yang	 akan	 dibebankan	 sanksi	 pidana,	 berbeda	
halnya	dengan	Pasal	46	ayat	(1),	ayat	(2)	dan	ayat	(3)	yang	tidak	merujuk	pasal	
atau	 bahkan	 ayat	 yang	 mengatur	 kualifikasi	 perbuatan	 pidana,	 melainkan	
menggunakan	 redaksi	 norma	 yang	 sangat	 umum	 (yang	 tidak	 memenuhi	
ketentuan	undang-undang	ini).		
Jika	mencermati	aspek	teoritis	dari	pengaturan	sanksi	pidana,	paling	tidak	kita	
bisa	 merujuk	 pada	 pandangan	 yang	 dikemukakan	 oleh	 Muhamad	 Fauzan,	
bahwa	 dalam	 merumuskan	 sanksi	 pidana	 dalam	 undang-undang	 maupun	
peraturan	daerah,	beberapa	aspek	yang	penting	diperhatikan	adalah	:	
a. Penyebutan	subjek	pidana,	misalnya	setiap	orang;	
b. Penyebutan	 sifat	 perbuatan	 pidana,	 apakah	 sengaja	 atau	 kelalaian.	
Pertimbangan	sengaja	atau	kelalaian	dalam	pelanggaran	ketentuan	pidana,	
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Singkatnya,	 perumusan	 sanksi	 pidana	 dalam	 Pasal	 46	 ayat	 (1),	 ayat	 (2)	 dan	
ayat	(3)	tanpa	merujuk	pada	pasal	atau	bahkan	ayat	yang	mengatur	kualifikasi	
perbuatan	 pidana	 merupakan	 bentuk	 asimetris	 perumusan	 sanksi	 pidana	
dengan	konsep	pemidanaan.	
2. Disparitas	antara	perbuatan	pidana	dan	pembebanan	sanksi	pidana.	
Sebagaimana	 telah	 diuraikan	 dalam	 kajian	 teoritik,	 bahwa	 dalam	 konsep	
pemidanaan	 khususnya	 yang	 dikemukakan	 oleh	 Utrecht,	 bahwa	 konsep	
pemidanaan	 mencakup	 jenis	 sanksi;	 beratnya	 sanksi;	 lamanya	 sanksi	 itu	
dijalani;	 serta	 cara	 sanksi	 itu	 dijalankan.	 Perumusan	 sanksi	 pidana	 apakah	
ringan	ataukah	berat	perlu	mempertimbangkan	dampak	yang	ditimbulkan	oleh	
perbuatan	 pidana	 tersebut,	 manakala	 perbuatan	 pidana	 tersebut	 hanya	
berdampak	 kecil	 atau	 ringan,	 maka	 pembebanan	 sanksi	 pidananya	 pun	
mestinya	 lebih	 ringan,	 sebaliknya	 jika	 dampak	 yang	 ditimbulkan	 oleh	
perbuatan	pidana	tersebut	lebih	besar,	maka	tentunya	pembebanan	sanksinya	
pun	harusnya	lebih	berat.		
Dalam	 konteks	 undang-undang	 cipta	 kerja,	 akan	 ditemukan	 juga	 perumusan	
sanksi	 pidana	 yang	 memuat	 disparitas	 sanksi	 pidana,	 itu	 paling	 tidak	 dapat	
ditemukan	 dalam	 rumusan	 Pasal	 111	 dan	 Pasal	 103.	 Dalam	 Pasal	 111	
menyebutkan	 bahwa	 :	 pejabat	 pemberi	 persetujuan	 lingkungan	 yang	
menerbitkan	persetujuan	 lingkungan	 tanpa	Amdal	atau	UKL-UPL	 sebagaimana	
dimaksud	Pasal	37	dipidana	dengan	pidana	penjara	paling	 lama	3	(tiga)	tahun	
dan	 denda	 paling	 banyak	 Rp.	 3.000.000.000	 (tiga	 miliar	 rupiah).	 Jika	 pasal	
tersebut	dibandingkan	dengan	rumusan	Pasal	103	yang	menyebutkan	:	Setiap	
 
9 Muhammad Fauzan, Djumadi, Riris Ardhanariswari. (2008). Perumusan Ketentuan Pidana Dalam 
Pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Kabupaten Purbolinggo), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1, Hal. 
156. Lihat juga Novendri M. Nggilu. (2020). Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan 
Daerah Provinsi Gorontalo, Jurnal Lambung Mangkurat Law Journal, Vol. 5 Issue 2, Hal. 115 
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(1)	 dipidana	 dengan	 pidana	 penjara	 paling	 lama	 5	 (lima)	 tahun	 dan	 denda	
paling	banyak	Rp.	5.000.000.000	(lima	miliar	rupiah).		
Jika	 dibandingkan	 kedua	 pasal	 tersebut	 tercermin	 bahwa	 adresat-nya	 adalah	
pejabat	 dengan	 tindakan	 administratif	 perizinan	 dan	 persetujuan	 dimana	
lingkup	 dari	 pasal	 111	 adalah	 perizinan	 tanpa	 Amdal,	 UKL-UPL,	 sementara	
Pasal	103	adalah	izin	berusaha	di	tanah	ulayat	masyarakat	hukum	adat,	namun	
pembebanan	sanksi	pidananya	berbeda,	pidana	penjara	dan	denda	pada	Pasal	
111	 lebih	 ringan	 dibandingkan	 Pasal	 103,	 padahal	 dampak	 yang	 mungkin	
ditimbulkan	jauh	lebih	besar	yakni	dampak	lingkngan,	sebab	penerbitan	usaha	
tanpa	Amdal,	UKL-UPL.	
kedua	 pasal	 ini	 menunjukkan	 adanya	 disparitas	 perumusan	 sanksi	 pidana,	
dimana	 dampak	 yang	 ditimbulkan	 dari	 perbuatan	 hukum	 tidak	 menjadi	
pertimbangan	 matang	 dari	 pembentuk	 undang-undangn	 dalam	 merumuskan	
berat-ringannya	sanksi	pidana.	
3. Ketidakjelasan	penggunaan	besaran	sanksi	pidana	minimum	dan	maksimum.	
Dalam	 perumusan	 sanksi	 pidana,	 bukan	 hanya	 dalam	 undang-undang	 cipta	
kerja,	 melainkan	 juga	 undang-undang	 lainnya	 memiliki	 ketidakjelasan	 dan	
ketidak	 seragaman	 tentang	 penggunaan	 sanksi	 pidana	 minimum	 dan	
maksimum.	 Pada	 undang-undang	 cipta	 kerja,	 adanya	 banyak	 pasal	 yang	
memuat	sanksi	pidana	hanya	merumuskan	sanksi	pidana	penjara	paling	lama,	





a. Pasal	 109	 menyebutkan	 bahwa	 :	 Setiap	 orang	 yang	 melakukan	 usaha	
dan/atau	 kegiatan	 tanpa	 memiliki	 persetujuan	 pemerintah	 pusat	 yang	
mengakibatkan	 timbulnya	 korban/kerusakan	 terhadap	 kesehatan,	
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 keselamatan,	 dan/atau	 lingkungan	 dipidana	 paling	 singkat	 1	 tahun	 dan	
paling	 lama	 3	 tahun,	 serta	 denda	 paling	 sedikit	 Rp.	 1.000.000.000	 (satu	
miliar	rupiah)	dan	paling	banyak	Rp.	3.000.000.000	(tiga	miliar	rupiah).	
b. Pasal	 88	 menyebutkan	 bahwa	 :	 Orang	 yang	 memproduksi	 dan/atau	
mengedarkan	 alat	 dan	 mesin	 yang	 belum	 diuji	 yang	 mengakibatkan	
kerusakan	 fungsi	 lingkungan	 atau	 membahayakan	 nyawa	 orang	 lain	
dipidana	Kurungan	paling	singkat	3	bulan	dan	paling	 lama	11	bulan	dan		
denda	paling	sedikit	Rp.	50.000.000,	dan	paling	banyak	500.000.000.	
c. Pasal	 82	 ayat	 (1)	 menyebutkan	 bahwa	 :	 Perseorangan	 dengan	 sengaja	
menebang	 pohon	 di	 kawasan	 hutan	 tidak	 sesuai	 dengan	 izin;	 menebang	
pohon	 di	 Kawasan	 hutan	 tanpa	 izin	 berusaha;	 menebang	 pohon	 dalam	
Kawasan	 hutan	 secara	 tidak	 sah	 dipidana	 penjara	paling	 singkat	 1	 tahun	
dan	paling	lama	5	tahun,	serta	denda	paling	singkat	Rp.	500.000.000	dan	
paling	banyak	Rp.	2,500.000.000.	
Ketiga	 contoh	 pasal	 tersebut	 menunjukkan	 pengaturan	 range	 sanksi	 pidana	
dengan	 adanya	 redaksi	 paling	 singkat-paling	 lama,	 dan	 paling	 sedikit-paling	
banyak,	namun	hal	yang	perlu	dicermati	adalah,	ketiadaan	kriteria	yang	 jelas,	
kualifikasi	 perbuatan	 yang	 seperti	 apa	 yang	 perlu	 dibuatkan	 range	 sanksi	
pidana	yang	 tercermin	melalui	 redaksi	paling	 singkat-paling	 lama,	dan	paling	
sedikti-paling	 banyak,	 apakah	 range	 sanksi	 pidana	 diperlukan	 untuk	 sebuah	




Selain	 ketidakjelasan	 sebagaimana	 diuraikan	 di	 atas,	 ketidakjelasan	 lainnya	
juga	adalah	pada	teknis	perumusan	sanksi	pidana,	dimana	pada	beberapa	pasal	
tidak	 menggunakan	 frasa	 diancam,	 pada	 pasal	 sanksi	 pidana	 lainnya	
menggunakan	frasa	diancam.	Dari	banyaknya	pasal	yang	memuat	sanksi	pidana	
dalam	 undang-undang	 cipta	 kerja,	 paling	 tidak	 terdapat	 dua	 pasal	 yang	
menggunakan	frasa	diancam,	yaitu	:	
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 a. Pasal	 46	 ayat	 (1)	 yang	 menyatakan	 bahwa	 :	 setiap	 pemilik	 dan/atau	
pengguna	bangunan	gedung	yang	tidak	memenuhi	ketentuan	dalam	undang-
undang	ini	diancam	dengan	pidana	penjara	paling	lama	3	(tiga)	tahun	atau	
denda	 paling	 banyak	 10%	 dari	 nilai	 bangunan	 jika	 karenanya	
mengakibatkan	kerugian	harta	benda	orang	lain.	
b. Pasal	78	ayat	 (1)	menyebutkan	bahwa	 :	setiap	orang	yang	dengan	sengaja	
melanggar	 ketentuan	 sebagaimana	 dimaksud	 dalamm	 Pasal	 50	 ayat	 (1)	
diancam	 dengan	 pidana	 penjara	 paling	 lama	 10	 tahun	 dan	 denda	 paling	
banyak	5.000.000.000	(lima	miliar).	
Kedua	 pasal	 tersebut	 menunjukkan	 ketidakjelasan	 teknis	 perumusan	 sanksi	
pidana	atau	bahkan	kriteria	kapan	penggunaan	frasa	diancam	perlu	dituangkan	
dan	kapan	tidak	perlu	dituangkan.	Ketiadaan	kriteria	dan	pedoman10	yang	jelas	
dalam	 perumusan	 sanksi	 pidana	 ini	 pun	 diakui	 oleh	Mudzakir	 dalam	 naskah	
kajian	 yang	 dibuatnya	 bekerjasama	 dengan	 Badan	 Pembinaan	 Hukum	
Nasional.11	
Selain	 temuan	 peneliti	 sebagaimana	 telah	 diuraikan	 pada	 point-point	 di	 atas,	
Marfuatul	 Latifah	 memberikan	 catatan	 tersendiri	 terhadap	 perumusan	 sanksi	 pidana	
dalam	 undang-undang	 cipta	 kerja.	 Menurut	 Marfuatul,12	 terjadi	 ketidaksinkronan	
ancaman	 sanksi	 dalam	 undang-undang	 cipta	 kerja.	 Perumusan	 sanksi	 pidana	 tidak	
sinkron	antara	satu	bab	dengan	bab	lainnya.	Ada	jenis	sanksi	pidana	yang	diancamkan	






10 Eva Achjani mengakui bahwa perumusan pedoman pemidanaan suatu negara bukanlah hal yang mudah, 
berbagai pengalaman di berbagai negara menunjukkan kerumitan tersebut, namun hal tersebut bukanlah sesuatu 
yang tidak mungkin dilakukan, bahkan menjadi aspek yang cukup menentukan keberhasilan penjatuhan sanksi 
pidana adalah keberhasilan perumusan sanksi pidana tersebut. Lihat Eva Achjani. (2011). Proporsionalitas 
Penjatuhan Pidana, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 41 No. 2: hal. 298 
11 Mudzakkir, et.,al, (2008). “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem 
Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), Departemen Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum 
Nasional 
12 Marfuatul Latifa, op.cit. 
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 1. Satu	 jenis	 pidana	 diancamkan	 sebagai	 ancaman	 pidana	 tunggal	 (kecuali	







sistem	 pemidanaan	 antara	 satu	 pasal	 dengan	 pasal	 lainnya.	 Secara	 umum	 dikenal	 3	
(tiga)	jenis	sistem	pemidanaan,	yaitu	:	





3. Indeterminate	 sentence,	 pembentuk	 undang-undang	 hanya	 menentukan	
alternatif-alternatif	 dalam	 batas-batas	 minimum	 dan	 maksimumancaman	
pidana.14	
Dalam	 undang-undang	 cipta	 kerja,	 terjadi	 ketidaksinkronan	 tersebut,	 terkadang	
rumusan	 pasalnya	 menggunakan	 definite	 sentence,	 pada	 pasal	 lainnya	 menggunakan	
indefinite	sentence,	dan	ada	pula	pasal	yang	menggunakan	indeterminate	sentence.	
5.		 Kesimpulan	
Rumusan	 sanksi	 pidana	 dalam	 klaster	 pemidanaan	 undang-undang	 cipta	 kerja	
mencerminkan	 2	 kondisi,	 yaitu	 pertama,	 pengaturan	 sanksi	 pidana	 menyimpangi	
ketentuan	 pembentukan	 peraturan	 perundang-undangan,	 dimana	 sanksi	 pidana	
tersebar	 pada	 8	 (delapan)	 bab	 dari	 15	 bab,	 padahal	 berdasarkan	 UU	 12	 Tahun	 2011	
mestinya	sanksi	pidana	ditempatkan	pada	bab	khusus	tentang	ketentuan	pidana.	kedua,	
rumusan	 sanksi	 pidana	 asimetris	 dengan	 konsep	 pemidanaan,	 dimana	 di	 samping	
 
13 Ibid. hal. 3 
14 Tonry, Michael., Richard, S.F. (2001). Sentence and Sanction in Western Countries, New York: Oxford 
University Press, hal. 32. 
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